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ABSTRAK  
 
MITA RIYANTI KATILI. H1119103. TINDAK PIDANA PENCEMARAN 
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI POLRES GORONTALO 
UTARA) 
 	 
[image: ]Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya penyelesaian pihak kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, dan (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif.  Metode deskripsi kualitatif merupakan cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Upaya penyelesaian kepolisian dalam kasus pencemaran nama baik dilakukan dengan penegakan prinsip secara Restorative Justice dimana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya akan dipertemukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (2) Faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pencemaran nama baik disebabkan karena Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut seperti (sakit hati dan hinaan oleh si pelaku terhadap korban), sedangkan faktor eksternal muncul berasal dari luar diri pelaku dikarenakan oleh (faktor sosial, ekonomi dan budaya).   Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan; (1) Dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Gorontalo Utara harus mengutamakan Restorative Justice, serta harus menggunakan langkah-langkah Preventif ataupun langkah represif harus lebih lagi optimal dan intensif terkait tindak pidana pencemaran nama baik di kabupaten Gorontalo utara, (2) Meningkatkan kerjasama serta melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik sehingga masyarakat lebih paham atas kesadaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang. 
 
Kata kunci: tindak pidana, pencemaran nama baik, UU Nomor 19 Tahun 2016 



ABSTRACT 
 	
 
MITA RIYANTI KATILI.  H1119103. THE DEFAMATION CRIMINAL ACT THROUGH SOCIAL MEDIA UNDER THE LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS (A 
CASE STUDY IN THE NORTH GORONTALO SUB-REGIONAL POLICE) 
 	 
[image: ]This study aims to find out (1) the police's settlement efforts in handling defamation cases through social media, and (2) the factors causing a person to commit a defamation criminal act through social media.  This study uses empirical legal research methods through a descriptive-qualitative approach. A descriptivequalitative method is a way of describing what research results are found in the study.  The results of this study indicate that: (1) Police settlement efforts in defamation cases are carried out by upholding the principle of Restorative Justice where by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, and so on to be jointly brought to seek a fair settlement through peace by emphasizing the selection of a return to the original state. (2) Factors causing the occurrence of defamation are caused by internal and external factors. Internal factors arise from within the perpetrator such as hurt and insult by the perpetrator against the victim.  External factors arise from outside the perpetrator due to social, economic, and cultural factors.   Based on the results of the study, it is recommended that: (1) To resolve the defamation criminal act through social media, the North Gorontalo Sub-Regional Police must prioritize Restorative Justice and must use Preventive measures or repressive measures to be more optimal and intensive related to the defamation criminal act in the North Gorontalo District, (2) Increase cooperation and approach the community related to the defamation criminal act so that people understand more about legal awareness that has been regulated in law. 
 
Keywords: criminal act, defamation, Law Number 19 the Year 2016 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di Indonesia masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir semua dibidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti handphone.
Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cyber law) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, dan sebagainya.
Handphone merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang telah menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan cara memafaatkan teknologi tersebut
1

Selain itu, Perkembangan teknologi secara global diseluruh dunia sudah sangat pesat, globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat unuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu masyarakat juga berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan media sosial. Misalnya dengan facebook,Instagram dan media sosial lainnya.
Khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia disegala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan dan lainnya. 
Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahann masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial. Sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.
Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi dan bertukar informasi. Melalui teknologi informasi masyarakat bebas berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat.Komunikasi yang dilakukan dengan memanfaakan teknologi informasi dapat bersifat privat, yaitu teknologi informasi yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu dan teknologi informasi yang bersifat publik, yaitu informasi yang diakses oleh siapapun. 
Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat, mendorong perubahan tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan tindak pidana melalui media elektronik atau media sosial ini mendorong hukum untuk berkembang karena ketentuan pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ; 
“Melanggar setiap orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
 Untuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, tepatnya melalui akun-akun media sosial yang ada saat ini.
Perkara pencemaran nama baik merupakan perkara pidana yang relative sulit untuk diselesaikan. Mengklarifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta melihat secara langsung melalui ekspresi maupun gaya bicara seseorang. 
Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditunjukan terhadap seseorang yang masih hidup, demikian dengan halnya badan hukum.
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pencemaran nama baik, apabila telah terlihat dengan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Menyerang kehormatan seseorang pada dasarnya sangat berbeda dengan kritik maupun keluhan, sehingga perlu dipertimbangkan dan memperhatikan unsur perbuatan pidana dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kekeliruan melihat suatu perkara.[footnoteRef:1] [1:  Dikdik M, Arif Mansyur, dan Mansyur Eisatris Gultom, 2005, Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refka Aditama, Bandung. Hlm 3] 

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menjadikan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.[footnoteRef:2] [2:  Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 39
] 

Dizaman sekarang, hampir semua orang menggunakan internet, salah satunya menggunakan internet dalam bermedia sosial, Seperti facebook, whatsapp, Instagram, line dan sebagainnya. Sebagai pengguna media sosial, tentunya kita harus berhati-hati. Masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan media sosial. seringkali media sosial disalah gunakan salah satunya, sekarang di media sosial orang-orang gemar sekali mengomentari orang lain dengan cara mengejek, yang bahkan mereka tidak kenal sama sekali dengan orang yang diejek tersebut, perbuatan itu dikatakan sebagai pencemaran nama baik.
Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat disepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik ini sebenarnya tidak hanya juga dilakukan melalui internet atau media sosial saja, tetapi juga dapat dilakukan secara langsung, yang pasti harus bisa dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan.
Salah satu masalah soal pencemaran nama baik disebut juga dengan istilah cyberbullying. Dimana seseorang menghina atau memfitnah orang lain melalui media sosial, yang sebenarnya hal ini dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Karena dalam media sosial siapapun dapat mengakses apa saja yang telah dituliskan dalam media sosial tersebut.[footnoteRef:3] [3:  Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrismes Cyberlaw:Tinjauan Aspek Hukum Pidana
Pt Tata Nusa, Jakarta, hlm 31] 

Sebagian Masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi, masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggaranya. Terlepas dari pro dan kontra tersebut perbuatan mengenai pencemaran dalam media sosial ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Terhadap anacaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3).
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul usulan Penelitian :"Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Di Polres Gorontalo Utara)”


0. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
0. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang bisa melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
0. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penulis di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:


a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana untuk mendapatkan pemahaan yang jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 
b. Manfaat Praktis 
4

Memberikan pemahaman mengenai tindak pidana yang biasa dilakukan media sosial agar masyarakat pada umumnya berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial yang telah ada.


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
0. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Tindak Pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar feit dalam kepustakaan hukum pidana meggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak Pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.


Menurut Prof. Moeljatno, SH. Perbuatan pidana adalah peruatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan saksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukan pada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut
8

Menurut Beberapa Para Ahli Mengenai Tindak Pidana Yaitu ;
· Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
· Menurut Bambang Poernomo, SH, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perumusan dengan kalimat “aturan hukum pidana” kehidupan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
· Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.
Pengertian Tindak Pidana (straafrechfeit), juga dalam asas hukum. Yaitu asas legalitas (principle of legality), atau dalam bahasa latin disebut dengan “nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali”, adalah “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan tersebut”.  
Siimons telah merumuskan “Strafbaar feit” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Van Hammel juga merumuskan bahwa “strafbaar feit” merupakan kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindak pidana itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. 
Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, sebagaimana dengan halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik seseorang. 
Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan orang yang melakukan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat tidak dihendaki oleh undang-undang. Baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas putusan sendiri atau dengan dorongan orang lain. 
Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa macam, antara lain :
a) Orang  yang melakukan.
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuanya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
b) Orang yang menyuruh untuk melakukan. 
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan.  
c) Orang yang turut melakukan.
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana.
d)  Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, dana tau membujuk orag/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 macam   yaitu, sebagai berikut :
a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
b. Orang yang melanggar larangan itu.
Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. [footnoteRef:4] Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur didalam suatu KUHP (Asas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku [4: http://www.sarjanaku.com/2012/12/12Pengertian Tindak Pidana dan unsur Moeljatno,1987, asas-asas Hukum Pidana] 



kejahatan itu dipidana tergantung dari bagaimana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum.[footnoteRef:5] [5:  Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, hlm 391] 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan mengenai kesalahan yang dilakukan.[footnoteRef:6] [6:  Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia
Jakarta, 2001. Hlm 22] 

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi tercpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[footnoteRef:7] Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dalam membebaskan rasa bersalah pada orang terpidana.[footnoteRef:8]  [7:  P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT, Citra Aditya Bakti.
Bandung. 1996 hlm 16]  [8:  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara
Jakarta. 1993, hlm 46] 

Terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindkan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan pertanggung jawaban maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab apa yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.[footnoteRef:9] [9:  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara
Jakarta. 1993, hlm 49] 
















0. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana diberikan di beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intiya sama, Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi yaitu :
a. Unsur Subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi :
1. Kesengajaan atau kealpaan
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan.
b. Unsur Objektif, Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
1. Memenuhi rumusan undang-undang;
1. Sifat melawan hukum;
1. Kualitas si pelaku;
1. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya. 
Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dari si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diiri si pelaku atau faktor lingkungan. 

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :
1. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif, juga dapat disebut perbuatan materil dan tingkah laku pasif atau negativ. 
1. Unsur Sifat Melawan 
Hukum melawan hukum adalah suatu sifat terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).
1. Unsur Kesalahan
Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri si pelaku dan bersifat subjektif.
1. Unsur Akibat Konstitutif 
Terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
1. Unsur keadaan yang menyertai
Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
c. Mengenai obyek tindak pidana;
d. Mengenai subyek tindak pidana;
e. Mengenai tempat dilakukanya tindak pidana;
f. Mengenai waktu dilakukanya tindak pidana.
1. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
1. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana
Syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.[footnoteRef:10] [10: http://www.pengantar hukum
] 

Berikut Menurut Pendapat Para Ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana:
· Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang-orang yang dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
· Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan.
Dari apa yang disebutkan diatas, maka suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :
1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.
· Menurut Lamintang :
1. Perbuatan Manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negative, yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negative terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil.Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan ini melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.[footnoteRef:11]	 [11:  Ibid, hlm 102] 

Menurut P.A.F. Lamintang : Setiap tindakan pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni Usur-unsur subjektif dan unsur objektif. 
a.  Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termaksud kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
b. Sedangkan Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.[footnoteRef:12] [12: https://www.hukumonline.com/klinik/mengenaiunsur tiindak pidana dan syarat pemenuhanya.
] 

Sementara itu S.R Sianturi yang sama mengutik Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dialnggar (atau yang melanggar) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. P.A.F. Lamintang terdapat KUHP pada umunya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya, yang dapat kita bagi yakni, unsur-unsur Subjektif dan Objektif.Unsur wederrecttelijk tindak dinyatakan secara tegas sebagai unsur pidana, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus suatu pembebasan dari segala tuntutan hukum.
0. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik 
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP 
Pencemaran Nama Baik dalam bahasa inggris disebut dengan istilah defamation,slander, libel yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tulisan. 
Dalam Bahasa Indonesia sendiri, hunaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caki-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik oran lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki, Jadi bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/ peribadi seseorang.
Berdasarkan Pernyataan diatas maka Pencemaran Nama Baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang seseorang, yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicermakan nama baiknya.
Penggunaan istilah pencemaran nama baik lebih cocok untuk menggambarkan jenis tindak pidana dalam UU ITE ini, karena meskipun pencemaran nama baik dalam KUHP berada dalam lingkup tindak pidana tentang penghinaan, tetapi secara umum menuju pada satu tujuan atau maksud mencemarkan nama baik orang yang diserang atau orang yang dikenal dengan perbuatan itu.[footnoteRef:13] [13: Adami Chazawi,Hukum pidana positif penghinaan menyerang kepentingan hukum mengenai martabat, kehormatan dan nama orang, Surabaya; PMN,2009, hlm 16-17 
] 

Perilaku Pencemaran Nama Baik sangat erat dengan dengan perilaku penghinaan, yang artinya perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran Pencemaran Nama Baik dapat digolongkan menjadi :
a. Terhadap pribadi perorangan.
b. Terhadap kelompok atau golongan.
c. Terhadap orang yang sudah meninggal.
d. Terhadap para pejabat negara.
Pencemaran Nama Baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik atau media sosial. Perbuatan ini merupkan tindak pidana karena hal tersebut dapat menganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materil maupun non materil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak Pidana ini juga dapat dimasukan kedalam kejahatan dunia maya (cyber crime).
 Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 
Informasi elektronik yang memililiki muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik merupakan sekumpulan data elektronik termaksud juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, telegram, kode yang diolah sehungga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik.[footnoteRef:14] [14: Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang;Bayumedia Publishing] 

Salah satu perbuatan pidana yang serimg mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam pasal310 KUHP. Sedangkan perbuatan yang yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan “sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.[footnoteRef:15] [15:  Moeljatno, Kitab undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, 
Jakarta, 2007, hlm 114] 

1. Pencemaran Nama Baik Melalui UU ITE
Salah satu tindak Pidana cyber crime adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media elektronik. akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan.  
Tindak Pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Contohnya, menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan atau melakukan perbuatan tertentu dan ditunjukan pada kehormatan nama baik orang yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang ITE.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam mengakses di internet.
Pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE ini memang menimbulkan kontrovesi, Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP, karena adanya sanksi atau hukumanya yang sangat besar. Sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang ITE leih tinggi dari pasal KUHP dan merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. 
Kaidah hukum pencemaran nama baik itu tidak hanya diakomodir oleh KUHP yang juga menerapkan sanksi-sanksi pidana, dimana hukum itu adalah undang-undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Melihat Pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, Unsur-unsurnya adalah :
1. Setiap Orang;
1. Dengan sengaja;
1. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat   dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen tertentu
1. 	Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan disini adalah orang yang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, belum dapat dikategorikan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi.[footnoteRef:16] [16: Pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016] 

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 Pasal namun UU ITE telah merupakan perubahan pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang semuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantarannya adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016.
Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” Kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 menjadi ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dana tau fitnah yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini semakin memperjelas makna pencemaran nama baik dana tau fitnah.
Demikian “Ucap Harianto Setyo. SH” dijelaskan dalam UU ITE 2008 penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu KUHP sebagaimana yang diaksud UU ITE maka delik tersebut diubah menjadi delik aduan yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.[footnoteRef:17] [17:  Stih-painan.ac.id] 

	
0. Tinjauan Umum Media Sosial

2. Ruang Lingkup Media Sosial
Media Sosial digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi online. Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan seseorang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.
Sosial Media memberikan sarana untuk berbagi opini dengan orang lain diseluruh dunia. Melalui media sosial ini, semua orang dapat menulis, sekaligus berkomentator. 
Media Sosial memberikan manfaat yang sangat penting, Beberapa manfaat atara lain  : 
1. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interkasi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.
1. Media Sosial memiliki sifat viral. Viral yang bersifat virus yang menyebar dengan cepat karena para penghuni sosial media memiliki karakter berbeda. [footnoteRef:18] [18: Paradigma,Media Sosial] 

Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial sering kali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuanya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu aturan apa saja yang ada didalamnya. Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan trnsaksi elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial. Bahkan sudah dilakukan perubahan dengan adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018.[footnoteRef:19] [19:  Supratman, “penggunaan media sosial oleh digital native” Jurnal ilmu komunikasi 2018, hlm 46-47] 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Blog, dan jejaring sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 
Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, Myspace, twitter, jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kotribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 
Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan karakteristik masing-masing, sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukan sistem papan yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan suara elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ii dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang berhubungan dengan modern.[footnoteRef:20] [20:  Mulyana Dedy, Perkembagan Teknologi Informasi,
New media, jurnal umum unpas. 2014] 

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhya bisa menjalar dengan cepat kebagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.[footnoteRef:21] [21:  Mursito, Memahami Insitusi Media (sebuah pengantar). Surakarta lindu Pustaka] 

Media sosial memberikan dampak bagi kehidupan manusia, diantarnya Dampak Positif dan Dampak Negatif. Dampak positif :
· Media sosial memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang dengan media sosial kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja termaksud artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial.
· Jarak dan waktu bukan lagi masalah sekarang sejak ada media sosial hubugan jarak jauh bukan lagi menjadi halangan besar karena informasi tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.
· Media sosial memperluas pergaulan media sosial membuat informasi yang bisa memiliki banyak koreksi dan jaringan sosial. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.
	Adapun Dampak Negatif yakni :
· Melalui media sosial informasi biasanya berinteraksi secara tatap muka cenderung menurun, karena mudahnya beriteraksi melalui media sosial, maka informasi akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.
· Media sosial menjauhkan orang-orang yang sudah yang sudah dekat dan sebaliknya orang yang terjebak dalam media sosial biasanya memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang-orang di kehidupanya sehari-hari.
· Media sosial membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet karena kepraktisan dan kemudahan mengguakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial, dan pada akhirya akan menjadi kecanduan terhadap internet.[footnoteRef:22] [22:  Rachmadi, D.F. Informasi dan Komunikasi Dalam Percaturan Komunikasi.
           Bandung] 

2. Jenis-jenis Kejahatan Dalam Media Sosial 
· Penghinaan
Tindak Pidana penghinaan merupakan tindak pidana berupa penyerangan terhadap hak seseorang yang dinilai dapat merusak nama baik, citra baik, atau kehormatan seseorang dihadapan orang lain, kelompok.
Penghinaan dibedakan menjadi memuat berupa citra atau martabat mengenai harga diri dan mengenai nama baik orang pribadi. Sebaliknya penghinaan khusus, adalah penghinaan rasa atau perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat kelompok.


· Fitnah
Fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang lain. Fitnah merupakan komunikasi antar individu dengan orang lain yang memiliki tujuan untuk memberikan anggapan negative atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain. 
· Makian
Kata maki mempunyai makna sebagai mengeluarkan kata-kata (ucapan) yang keji, kotor dan kasar. Sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel. Kata makian mempunyai pandangan bahwa manusia di dalam berkomunikasi, pada umumnya melakukan sebuah interaksi untuk membina kerja sama dengan pihak lain untuk membentuk suatu budaya, mengembangkan kebudayaan.
Kata makian dapat dilihat dari tanda-tanda ungkapan perasaan, yang disebabkan oleh dorongan, emosi dan sikap pembicara, menggunakan kata-kata kasar,kotor, keji, dan tidak sopan, ungkapan yang menyinggung harga diri orang lain, emosi atau marah.[footnoteRef:23] [23:  Pasal untuk menjerat penyebar kebencian di jejaring sosial, 10 januari 2018] 

· Kejahatan Phising
 Phising untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email ataupun media sosial lainnya, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainnya. Tujuannya untuk mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode pin, kode OTP (one time password).
· Penipuan Online
Penipuan Online atau penipuan digital yang saat ini masih banyak modusnya. Diantaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie dan KTP biasanya kamu akan terjebak aplikasi pinjam online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual untuk pasar gelap, atau digunaka sesuka hati untuk pinjaman online.
· Pemalsuan Data.
 Adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting atau penyedia situs belanja online.Seolah-olah salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat.
· Kejahatan Konten illegal.
Adalah kejahatan memasukan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum atau menaganggu ketertiban umum. Sebagai contoh berita bohong, atau fitnah, pornografi maupun informasi.
· Menjiplak Situs Orang Lain.Kejahatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain di internet. Misalnya meniru tampilan situs orang lain secara illegal, dan menyiarkan informasi yang merupaka rahasia.[footnoteRef:24] [24: www.cermati.com/artikel/13-jeniskejahatan-internet-yang-merugikan] 

2.4 Saksi Hukum yang dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Melalui Media Sosial 
Pelaku secara umum dpat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan kejahatan yang seiring pula disebut sebagai penjahat. Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Tidak ada salah satu istilah dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana Indonesia seseorang yang dihukum disebut penjahat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan oleh orang-orang tertentu, yang menurut penilain masyarakat telah melanggar. 
Adapun Sanksi Hukum atau Sanksi Pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu : 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu atau kelompokmasyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dipidana dengan penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam penjatuhan hukumanya oleh hakim dapat bersifat alternative dan atau bersifat komulati. Berarti seseorang yang melanggar pasal ini bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.[footnoteRef:25] [25:  Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016] 

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik  adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun sedangkan denda dari semula 1 milliar menjadi 750 juta.[footnoteRef:26]   [26:  https://badium.mahkamahagung.go.id] 





















2.5 Kerangka Pikir 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan atas Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
PASAL 27 AYAT (3)

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Faktor-faktor penyebab : 
· Penghinaan
· Sakit Hati

Terwujudnya masyarakat yang bijak dalam menggunakan media sosial
 Upaya penyelesaian ;
· Litigasi
· Non Litigasi 









































2.6 Definisi Operasional
Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:
1. Tindak Pidana Adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi).
2. Pencemaran Nama Baik Adalah Menyerang Kehormatan atau nama baik seseorang.
3. Media Sosial Adalah Platfrom digital yang memfasilitasi penggunanya untuk Saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan Platfrom digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.
4. Litigasi adalah Penyelesaian perkara melalui pengadilan
5. Nonlitigasi adalah Penyelesaian prkara di luar pengadilan
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris, jenis pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis berupa data-data dilapangan tempat penelitian, dan hasil wawancara langsung.
3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Tranaksi Elektronik (Studi kasus : Polres  Gorontalo Utara). 
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian



Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penulisan ini yaitu di bagian Sat Reskrim Polres Gorontalo Utara, untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan skripsi in
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3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di Polres Gorontalo Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada.	
3.5 Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.
1. Sampel
Sampel Yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti. 
       Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:
· Penyidik 2 orang
· Kaur Min SatReskrim 1 orang
Total jumlah sampel adalah 3 orang.




3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi
Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.
3.6.2 Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pihak kepolisian bagian Sat Reskrim yang berada di lingkungan Polres Gorontalo Utara.
3.6.3 Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting terkait seperti buku dan laporan Bulanan Yang Akan dierima dikerjakan oleh Bagian PHL Dan Sat Reskrim Yang Ada Di Polres Gorontalo Utara.


3.7 Teknik dan Analisa Data
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  Teknik analisis adalah cara  mengorganisasi dan pengklasifikasian model data, dalam bagian deskripsi yang luas. yang dimaksud dari analisis data adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan Populasi yang telah dipelajari 


BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara 
Lokasi penelitian pada skripsi ini ialah berlokasi di Polres dengan alamat Jalan Baipas desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara merupan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo dan Kwandang sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2017. Sebelum Kabupaten Gorontalo Utara dimekarkan, wilayah Kabupaten Gorontalolo utara merupakan bagian dari wilayah kabupaten Gorontalo yang ibu kotanya Limboto. Kabupaten Gorontalo utara memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 104.1333 jiwa serta luas 1.230,07 km2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap kabupaten/kota memiliki polres tersendiri. Namun, dalam pembentukan polres memiliki proses yang panjang sesuai dengan ketentuan dan persiapan. Oleh sebab itu, di bawah akan disajikan sejarah singkat proses terbentuknya Polres Kabupaten Gorontalo Utara. [footnoteRef:27] [27:  Gambaran Umum Polres Gorontalo utara] 

4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Polres Gorontalo Utara 


	Pada tahun 2017 bula mei Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk. Sebagai kabupaten yang baru dan berdasarkan ketentuan harus ada ketentuan polres sehingga pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Polres Gorontalo Utara. Selain ketentuan tersebut, banyak animo dari berbagai unsur baik pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk untuk 
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mendorong percepatan berdirinya Polres Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, ada rentan kendali maupun jarak tempuh pelayanan kepolisian saat itu ke polres Gorontalo di alaimboto sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal karena jarak yang terlalu jauh. 
	Pertama kalinya tebentuk kerangka Polres Gorontalo Utara pada tahun 2010 dan Kapolresnya ialah Kompol Sugeng Muntaha, SIK dan para kasatnya. Pada saat itu Polres sementara menggunakan bangunan ex Polsek Kwandang yang lama Kedudukan Polsek saat itu pindah di Aspol Polsek Kwandang. Tak lama kemudian, Mako polres pindah di bangunan ex cantor Camat Kwandang desa Moluo, perjalanan operasional tidak berjalan lancar mengingat belum adanya anggaran sehingga polres sementara dinyatakan dicabut. 
	Pada tahun 2014, setelah dua tahun dicabut Polres Gorontalo Utara dibentuk kerangka yang kedua kalinya dan penjabat kapolresnya ialah AKBP Suleman Mile dan menggunakan rumah kontrakan milik H. Tomas Mopili, SE., MM di dukung pemda Gorontalo Utara, Namun perjalannya juga kurang maksimal sehingga keberadaan Polres Gorontalo Utara dicabut kembali. 
	Berdasarkan keputusan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Rb Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor : b/849/m>kt>01/2019 tanggal 18 september 2019 tentang peningkatan dan pebentukan polres. Berupa peningkatan 14 tipe Polres dan pembentukan 32 Polres baru di seluruh Indonesia termaksud Polres Gorontalo Utara. Dikukuhkan dengan KEP Kapolri tanggal 2 Oktober 2019 diputuskan tertanggal 21 Januari 2019 Polres Gorontalo Utara Resmi Oerasional. 
	Pada bulan Oktober 2019 kerangka personil Polres Gorontalo Utara dengan pejabat kapolres AKBP Dicky Irawan Kesuma, Sik, M.S.I yang pada saat itu menjabat sebagai kasar PJR Dit Lantas Polda Gorontalo bersama 13 perwira dengan jabatan para kabag dan kasat serta 1 orang bintara tinggi. Berbagai persiapan terus dilakukan terutama penetapan mako induk. Polres Gorontalo Utara menggunakan mako induk bangunan Polsek Kwandang yang baru Jalan Baipas Desa Katialada Kecamatan Kwandang dan perkantoran pendukung lainnya di jalan pelabuhan desa katialada. Pada tanggal 21 Januari 2020 Polres Gorontalo Utara diresmikan dan siap operasional dilakukan upacara pengresmian oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Wahyu Widada. Saat ini, ada 320 personil Polres Gorontalo Utara yang siap melayani masyarakat khusunya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. 
	Berdasarkan ketetuan bahwa setiap Kabupaten/kota harus memiliki Polres. Pembentukan polres ini, memiliki tugas dan fungsi pada wilayah tertentu. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa polres bertugas menjaga keamanan atau dengan ketertiban, menindak bagi pelanggar huku, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum polres.
	Polres Gorontalo Utara membawahi beberapa Polsek (polisi sector) di wilayah kabupaten Gorontalo Utara. Adapun Polsek-polsek yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :
1. Polsek Kwandang
2. Polsek Atinggola
3. Polsek Anggrek
4. Polsek Monano
5. Polsek Sumalata
6. Polsek Sumalata Timur 
7. Polsek Biau
8. Polsek Tolinggula
9. Polsek Tomilito 
10. Polsek Gentuma Raya
11. Polsek Ponelo Kepulauan.
Setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki polsek berdasarkan ketentuan yang berlaku. Polsek memiliki tugas yakni menjaga, menertibkan, melindungi, mengayomi, menegakan hukum serta melayani asyarakat berdasarkan wilayah kerja. Polsek juga memiliki kerangka organisasi dintarannya unsur pimpinan, pengawas, pelayanan dan pembantu pimpinan, pelaksanaan tugas pook dan unsur tugas kewilayahan. Unsur Pimpinan terdiri atas kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kapolsek (Wakapolsek). Kapolsek yakni pimpinan polsek yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap kapolres sedangka Wakapolsek yaki unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah Kapolsek dan memiliki tanggung jawab terhadap Kapolsek.[footnoteRef:28] [28:  Sejarah singkat terbentuknya polres gorotalo utara] 






4.1.2 Struktur Organisasi SatReskrim Polres Gorontalo Utara

4.2 Upaya Penyelesaian Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Terkait dengan upaya pihak kepolisian Polres Gorontalo utara dalam menangani kasus pencemaran nama baik, melakukan hal-hal yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem Perdadilan Pidana di Indonesia saat ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). Sehubungan dengan hal tersebut, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan beberapa tahap, diantarannya yang pertama melalui proses Penyelidikan yang mana Penyelidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan yang pada praktiknya berupa mencari keterangan dan barang bukti serta tindakan lainnya.
Kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, yang mana Penyidikan  adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkannya yang pada pelaksaannya berupa Pemeriksaan Saksi dan Ahli, Penangkapan, Penggeledehan, Penyitaan serta Penahanan dan tindakan hukum lainnya. 
	Namun yang sedikit membedakan dalam hal penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada media sosial (ITE) yakni perlunya keterangan ahli ITE. Setelah Penyidik menyusun hasil penyidikan tersebut dalam suatu Berkas perkara, maka kemudian berkas perkara tersebut diantar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Setelah Pihak JPU menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara, maka kemudian Berkas Perkara tersebut diantar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Setelah Pihak JPU menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara tersebut sudah lengkap ataupun P-21, Penyidik akan melakukan Pengantaran Barang Bukti dan Tersangka kepada JPU dan seleisailah kewenangan oleh Kepolisian/Penyidik.
Akan tetapi Kepolisian tetap berprinsip bahwa Hukuman Pidana terakhir (Ultimatum Remedium) sehingga upaya Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan maupun Penyidikan yang melibatkan Korban, Pelaku serta tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Berikut upaya-upaya yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian :
· Pertama, upaya preventif, upaya yang menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di indonesia memiliki tugas pelayanan public yaitu menjaga, mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif, bentuk dari upaya ini, kepolisian melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, agar selalu menanamkan nilai norma yang baik agar terinteralisasi dalam diri masyarakat, dan memberikan edukasi agar tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum tentang penggunaan dalam bermedia sosial. 
· Kedua, upaya represif, Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pendekatan non penal, kepolisian memberi  kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan/atau perdamaian.Dalam penyelesaian perslisihan di luar pengadilan, kepolisian dapat memfasilitasi pihak ketiga netral guna mncapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak..
Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota penyidik polres Gorontalo utara, kesimpulan yang dapat diambil terkait upaya penyelesaian perkara tindak pidana bahwa pihak kepolisian lebih berperan dalam penegakan hukum jika terjadi indikasi tindkak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun salah satu upaya yang dilakukan agar kasus seperti ini tidak berlanjut ke pengadilan adalah mengedepankan upaya mediasi agar masalah seperti ini dapat selesai secara damai.[footnoteRef:29] [29: Hasil wawancara dengan Anggota Penyidik Pembantu Reskrim Polres Gorontalo Utara, Bapak Ahdiat Lasena, Senin 12 Desember 2022, Pukul 10.30 WITA] 

Berikut perkara-perkara tindak pidana pencemaran nama baik dari tahun 2020-2022 yang sementara dilakukan di wilayah hukum polres gorontalo utara dilihat melalui table sebagai berikut : 

TABEL I
DATA KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
RESKRIM GORONTALO UTARA 2020-2022
		
	No
	Jenis Kejahatan 
	Jumlah

	1
	Tahun 2020 
	5

	
	Pencemaran Nama Baik
	

	2
	Tahun 2021 
	6

	
	Pencemarana Nama Baik
	

	3
	Tahun 2022
	3

	
	Pencemaran Nama Baik
	

	
	Total Jumlah Kasus
	14


Sumber Data : Reskrim Gorontalo Utara

Dari hasil data dilapangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yang penulis dapat dari tahun 2020-2022 bahwa angka tindak pencemaran nama baik baik pada tahun 2020 ada 5 kasus perkara yang ditangani oleh penyidik reskrim Polres Gorontalo Utara, di tahun 2021 ada 6 kasus dan di Tahun 2022 ada 3 kasus pencemaran nama baik yang diselesaikan dengan cara musyawarah.[footnoteRef:30] [30:  Hasil wawancara dengan KaurMin SatReskrim Polres Gorontalo Utara, Bapak Anton Yunus, 
20 Desember 2022, Pukul 11.00 Wita] 

Berikut upaya-upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penyelesaian kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
TABEL II

	No
	Pencemaran Nama Baik
	Upaya-Upaya Penyelesaian Polres Gorut 

	1.
	Tahun 2020	
	1. Mempertemukan kedua belah pihak
2. Mediasi untuk musyawarah

	2.
	Tahun 2021
	1. Mempertemukan kedua belah pihak
2. Mediasi untuk musyawarah

	3.
	Tahun 2022
	1. Mempertemukan kedua belah pihak
2. Mediasi untuk musyawarah


Sumber Data : Polres Gorontalo Utara








4.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
 Dari hasil wawancara dengan Kanit selaku penyidik di Polres Gorontalo utara, adapun Faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pencemaran nama baik disebabkan karena Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut seperti (sakit hati dan hinaan oleh si pelaku terhadap korban), sedangkan faktor eksternal muncul berasal dari luar diri pelaku dikarenakan oleh (faktor sosial, ekonomi dan budaya).
Berikut mari kita cermati bersama Data kasus yang ada di Polres Gorontalo Utara terkait Pencemaran nama baik di media sosial dari Tahun 2021-2022.
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DATA KASUS 2021
TABEL III

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
       DAERAH GORONTALO
  RESOR GORONTALO UTARA 	


DATA LAPORAN POLISI PENCEMARAN NAMA BAIK (ITE)
POLRES GORONTALO UTARA TAHUN 2021

	NO
	LAPORAN POLISI
	IDENTITAS PELAPOR
	IDENTITAS TERLAPOR
	
WAKTU KEJADIAN
	
LOKASI KEJADIAN
	
MOTIF
	URAIAN SINGKAT
	PERSANGKAAN

	
PENYIDIK/ SAT/ UNIT YANG MENANGANI
	PENGUNGKAPAN YANG TELAH DILAKUKAN

	1
	LP / B / 03 / I / 2021 / SPKT / RES-GORUT TANGGAL  06 JANUARI 2021
	LINCE SINI NUNA, DS. TUDI KEC. MONANO
	RISNA DUKALANG, DS. TUDI
	TANGGAL 14 DESEMBER 2020 PUKUL 06.00 WITA
	DS. TUDI KEC. MONANO KAB. GORUT
	SAKIT HATI
	PADA HARI SENIN TANGGAL 14 DESEMBER 2020 PUKUL 06.30 WITA PELAPOR SDRI. LINCE SINI NUNA ADALAH KEPALA SEKOLAH SDN 02 ALAMAT DESA TUDI KEC. MONANO KAB. GORONTALO UTARA SUDAH BERADA DI SEKOLAH UNTUK MENGAWASI PARA GURU MELAKUKAN ULANGAN SEMESTER GANJIL KEPADA KELAS 1 SD.DAN PADA SAAT ITU PELAPOR SDRI. LINCE SINI NUNA KELUAR KELAS BERPASPASAN DENGAN TERLAPOR DI DEPAN PINTU KELAS DAN PELAPOR SDRI. LINCE SINI NUNA MENEGUR TERLAPOR JANGAN BERKUMPUL DI DEPAN KELAS DAN MENGGUNAKAN MASKER TAPI TERLAPOR TIDAK MENANGGAPI PERKATAAN SDRI. LINCE SINI NUNA DAN AKHIRNYA SDRI. LINCE SINI NUNA MENYURUH KELUAR DARI SEKOLAH.DI KARENAKAN KEJADIAN TERSEBUT AKHIRNYA TERLAPOR MEMBAGIKAN POSTINGAN KE MEDIA SOSIAL FACEBOOK DENGAN MENYEBUTKAN NAMA DAN JABATAN PELAPOR SDRI. LINCE SINI NUNA.
	PENCEMARAN NAMA BAIK (ITE)
	BRIPTU ZEIN NANDO
	SIDIK

(Pelapor sudah tidak keberatan) belum selesai karena belum dilakukan penarikan laporan.

	2
	LP / B / 34 / III / 2021 / SPKT / RES-GORUT TANGGAL  12 MARET 2021
	SILVANA MUDA. DS JEMBATAN MERAH KEC. KWANDANG KAB. GORUT
	DIAN JIDA
	TANGGAL 15 DESEMBER 2020, PUKUL 10.00 WITA
	DS. JEMBATAN MERAH KEC. KWANDANG KAB. GORUT
	CEMBURU
	PADA HARI MINGGU , TANGGAL 15 DESEMBER 2020 PUKUL 19.00 WITA, PELAPOR DATANG KE RUMAH SAKSI I PR. NURNANINGSI AHMAD UNTUK MENAYAKAN DARI STATUS DI MEDIA SOSIAL ( FECEBOOK ) YANG DI BUAT OLEH TERLAPOR PR. DIAN JIBA YAKNI ” WEI TAHEDE SAPA YANG BUNGULI TIDAK ADA ORANG BUNGULI PERAMPAN GATAL NGANA MONDUHU YANG ITU MO SUKA ORANG PE LAKI” DAN SAAT ITU PELAPOR LANGSUNG MENELPON KE TERLAPOR UNTUK MENAYAKAN PERHAL DENGAN STATUS TERSEBUT KEMUDIAN TERLAPOR MENGELUARKAN KATA ” KALO MERRASA BABA DIAM JO” DAN SAMPAI SAAT INI TERLAPOR TIDAK MERASA BERSALAH DAN TIDAK MEMINTA MAAF PADA PELAPOR.
	PENCEMARAN NAMA BAIK (ITE)
	BRIPTU RIVAN HUSAIN
	SIDIK

(tidak cukup bukti) upayannya penyidik minta mediasi, karena sudah saling minta maaf.

	3
	LP / B / 36 / III / 2021 / SPKT / RES-GORUT TANGGAL  19 MARET 2021
	MUN RAUF, 20 JULI 1971 IRT, DS BUKO UTARA BOLMONG
	IRMA LAMADAU
	TANGGAL 10 MARET 2021 PUKUL 10.00 WITA
	DI DS. PINONTOYONGA KEC. ATINGGOLA
	IRI HATI
	PADA HARI SENIN TANGGAL 18 JANUARI 2021 PUKUL 10.49 TELAH TERJADI PENCEMARAN NAMA BAIK YAG DILAKUKAN TERLAPOR KEPADA PELAPOR MELALUI MEDSOS ( FB ) DENGAN CARA TERLAPOR MENULISKAN DI FB MILIKNTA KALIMAT " ACIMUN RAUF MANTAN LONTE DAN PERNAH DI RAWAT DI RUMAH SAKIT JIWA
	ITE
	BRIPKA APIN
	SPPP

(selesai secara damai atau musyawarah permohonan maaf)






























KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
       DAERAH GORONTALO
  RESOR GORONTALO UTARA 


DATA LAPORAN POLISI PENCEMARAN NAMA BAIK (ITE)
POLRES GORONTALO UTARA TAHUN 2022

	NO
	LAPORAN POLISI
	IDENTITAS PELAPOR
	IDENTITAS TERLAPOR
	
WAKTU KEJADIAN
	
LOKASI KEJADIAN
	
MOTIF
	URAIAN SINGKAT
	
UNIT YANG MENANGANI
	PENANGKAPAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LP/B/45/V/2022/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO, TGL 30 MEI 2022.
	ANDI NIRWANSYAH, LAKI-LAKI, 39 THN, PNS, ISLAM, KEL. BULADU KEC. KOTA BARAT KOTA GORONTALO.
	LIA RISKA SAID, PEREMPUAN, 27 THN, HONORER, ISLAM, DESA MOLINGKAPOTO KEC. KWANDANG KAB. GORUT.
	PADA HARI KAMIS TANGGAL 19 MEI 2022 SEKITAR PUKUL 15.30 WITA.
	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA DESA TITIDU KEC. KWANDANG KAB. GORUT.
	BELUM DI KETAHUI.
	PADA HARI KAMIS TANGGAL 19 MEI 2022 SEKITAR PUKUL 15.30 WITA, TERLAPOR MELAKUKAN TUDUHAN MENYERANG KEHORMATAN ATAS NAMA BAIK PELAPOR DENGAN CARA MENYEBAR FITNAH YANG MENGADU DOMBA PELAPOR DENGAN TEMAN PELAPOR SERTA ISTRI DARI PELAPOR, DIMANA TERLAPOR MENGATAKAN KEPADA ORANG-ORANG SERTA MENGATAKAN KEPADA ISTRI PELAPOR MELALUI WHASAOO YANG DI KETAHUI OLEH ORANG LAIN DENGAN TUDUHAN YANG TERLAPOR KATAKAN BAHWA TERLAPOR MENGATAKAN TELAH BERCERITA KEPADA TERLAPOR BAHWA PELAPOR TELAH MENUDUHSAUDARI WINTRI BADU TELAH MELIHAT ANTARA PELAPOR DAN TERLAPOR SEDANG JALAN BERSAMA PADA MALAM HARI. BAHWA HAL TERSEBUT ADALAHTIDAKLAH  BENAR ADANYA.
	UNIT III TIPIDTER.
	LIDIK.

	2
	LP / B / 88 / VIII / 2022 / SPKT / RES-GORUT / POLDA GORONTALO, TGL 11 AGUSTUS 2022.
	LUKUM DIKO, LAKI-LAKI, 43 THN, ANGGOTA DPRD, ISLAM, DESA TOLANGO KEC. ANGGREK KAB. GORUT.
	SUMARJIN MOOHULAO, LAKI-LAKI, 32 THN, SWASTA, ISLAM, DESA ILANGATA KEC. ANGGREK KAB. GORUT.
	PADA TANGGAL 09 AGUSTUS 2022 SEKITAR PUKUL 07.20 WITA.
	DI DESA TOLANGO KEC. ANGGREK KAB. GORUT.
	MASIH DI DALAMI.
	TELAH TERJADI PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH TERLAPOR LK. SUMARJIN MOOHULAO . KRONOLOGIS KEJADIAN PADA TANGGAL 09 BULAN AGUSTUS TAHUN 2022 SEKITAR PUKUL 07.20 WITA, PADA SAAT ITU PELAPOR BERSTASUS MELALUI VIA FACEBOOK ( YA ALLAH KUATKAN MEREKA YANG DI LEMAHKAN ) AKAN TETAPI TERLAPOR MERASA TERSINGGUNG DAN MEMBALAS VIA FACEBOOK PELAPOR DENGAN PERKATAAN ( SUNGGUH MIRIS KAU LD ( ADALAH NAMA LENGKAP PELAPOR ),SEAKAN AKAN MEREKA YANG BERBUAT JAHAT DI MATA HUKUM KAU ANGGAP MEREKA DI LEMAHKAN DI HADAPAN PUBLIK DAN LD CEPAT SADAR YA SEBELUM KAU TERLAMBAT JABATANMU ITU HANYA BERSIPAT SENTARA UWTY,MAKA PERGUNAKAN KE JALAN YANG BENAR DAN YANG DI RIDHOI OLEH ALLAH YANG MAHA KUASA).
	PENCEMARAN NAMA BAIK (ITE).
	UNIT IV.
	PROSES LIDIK.
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Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara
	Dari Data kasus diatas tentang Pencemaran Nama Baik melalui media sosial, dapat dilihat bahwa adanya faktor-faktor penyebab muncul dari dalam diri si pelaku (faktor internal) yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu sakit hati dan hinaan oleh si pelaku terhadap korban. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya  hukum yang melanggar, sehingga dapat terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial semakin meningkat, disisi lain juga disebabkan oleh (faktor eksternal) dari luar diri si pelaku, antara lain faktor politik, sosial budaya, dan ekonomi.  
1) Faktor sakit hati
Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sakit hati akibat tindakan yang telah dialami oleh si pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini, peristiwa lainnya yang saling berkaitan. Tak jarang pula pelaku sebenarnya dalam tindak kejahatan pencemaran nama baik sering kali juga merupakan bagian dari korban atas suatu peristiwa hukum lainnya tersebut. 
Banyak alasan-alasan yang mendasari rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang dialami sebelumnya. Alasan pertama berkaitan dengan seseorang pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan sehingga akibat dari peristiwa yang dialami pelaku, pelaku melakukan suatu perbuatan balasan yang pada akhirnya menjerat pelaku pada tindak kejahatan tersebut. 


2) Penghinaan 
Di dalam tindak pidana penghinaan dalam media sosial merupakan tindak pidana berupa penyerangan terhadap hak seseorang yang dinilai dapat merusak nama baik, citra baik, atau kehormatan seseorang dihadapan orang lain, ataupun kelompok. 
Penghinaan dibedakan menjadi berupa citra atau martabat mengenai harga diri dan mengenai nama baik orang pribadi,sebaliknya peghinaan khusus, adalah rasa atau perasaan harga diri atau martabat kehormatan dan nama baik yang bersifat kelompok.
3) Kurangnya kesadaran hukum 
Selain faktor sakit hati yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, faktor lainnya berkaitan dengan kesadaran hukum yang lemah oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam keberlangsungan system hukum pada suatu wilayah dimana hukum itu berlaku. 
4) Faktor politik 
Mencermati maraknya Pencemaran nama baik yang terjadi dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak, proses kriminalisasi di bidang tersebut yang dapat merugikan masyarakat. Politik tidak bisa dihindari sebagai penyebab dari segala bentuk kejahatan, begitu juga dengan kejahatan pencemaran nama baik di media sosial. 


5)  Faktor sosial budaya
    Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : 
· Kemajuan teknologi informasi
 Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya.
· Sumber daya manusia
   Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran. namun juga dapat untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat penyalahgunaan. Sumber daya pengelola teknologi informasi cukup, namun sumber daya masih kurang, hal ini akibat kurangnya tenaga dan kurang biaya. Sehingga sumber daya hanya menjadi pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak. 
6) Faktor Ekonomi
  Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan computer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia maya banyak yang menggunakan media untuk mencari barang-barang kepentingan  perorangan. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet tersebut.[footnoteRef:31] [31:  Hasil wawancara dengan Kanit selaku Penyidik di Polres Gorontalo Utara, Bapak Aipda Anes Isima, Kamis, 05 Januari 2022, Pukul 10.30 WITA.] 

Dari Hasil Wawancara diatas dengan Kanit selaku Penyidik di Polres Gorontalo Utara, terkait Peyebab terjadinya Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diharapakan bagi seseorang yang merasa bahwa ada pihak yang merusak kehormatan atau nama baiknnya, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara isan, sehingga atas perbuatan orang tersebut harga dirinya tercemar, maka bisa langsung mengadukanke pihak kepolisian guna memproses pelaku dengan Undang-Undang yang telah berlaku.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 


5.1 Kesimpulan 

               Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : 
1. Upaya penyelesaian pihak kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan dengan penegakan prinsip secara Restoratif Justice dimana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan sebagainnya akan dipertemukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengedepankan pemilihan kembali pada keadaan semula.


2. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yakni, Faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal (dari dalam diri pelaku) diantarannya faktor sakit hati, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya hukum, sedangkan faktor eksternal (dari luar diri pelaku) yaitu faktor politik, sosial budaya, dan ekonomi
67

5.2 Saran 
         Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut : 
1) Masyarakat harus memahami bahwa meskipun di dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik hanya dilakukan melalui proses Restoratife Justice, akan tetapi masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial yang ada , sehingga tidak menyebabkan penyalahgunaan dalam bermedia sosial.
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2) Bagi seseorang yang merasa bahwa ada pihak yang merusak kehormatan atau nama baiknnya, baik yang dilakukan secara tulisan maupun lisan sehingga atas perbuatan orang tersebut harga dirinya tercemar, maka bisa mengadukan ke pihak kepolisian guna memproses plaku dengan Undang-undang yang telah berlaku.
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama = Mita Riyanti Katili
Nim ILTL19.103
Konsentrasi : lukum Pidana

Program Studi + Nl Hukum
Dengan ini menyatakan baliwa :

L Skripsi ini berjudul : “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA

BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDA

ANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN

KSI ELEKTRONIK (Studi kasus di Polres Gorontalo

ara)™ adalah asli dan belum pernah dinjukan untuk mendapat gelar

akademik

sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan
tinggi lninny
Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,

9

tanpa hantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di
publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan
dalam naskah dengan di scbutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam
daftar pustaka

4. Perr

terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pemyataan ini, maka

aya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan gelar
ang telah diperoleh karena karya tulis ini. serta sanksi lainnya sesuai

aan ini saya buat dengan sesungeuhnya dan apabila di kemudian hari

n norma yang berlaku di perguruan tingei

Demikian surat pemyataan ini di buat untuk dapat digunakan

fmana mestinya

Gorontalo, |1 Maret 2023

Yang membuat perny

MITA RIVANTI KATILL
Nim IL11.19.103




